














Pasal 6

Dalam hal terjadi :
a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan
Kalurahan pada tahun berjalan :
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja;dan
c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kal dengan melakukan
perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan
memberitahukanya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan

P 3 : 11 Desember 2020
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Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 11 Desember 2020
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2020 NOMOR : 10

Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat Kepada Yth. :

1.

i giaia

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan
Keluarga Berencana Kabupaten KulonProgo.

Panewu Panjatan

Ketua BPK Panjatan

Tim Pelaksana Kegiatan

Arsip.



LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN

TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REK URAIAN AN‘(ig:';AN KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 25.400.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.349.145.553,00
43. Pendapatan Lain-lain 2.700.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.377.245.553,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 470.028.198,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 382.907.500,00
5.3. Belanja Modal 481.324.850,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 96.985.005,00
JUMLAH BELANJA 1.431.245.553,00
SURPLUS / (DEFISIT) (54.000.000,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 54.000.000,00
6.1.1; SILPA Tahun Sebelumnya | 7T 5-4-.0-0-0.-0-0(-),_0;)_
PEMBIAYAAN NETTC 54.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
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SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM

0,00




PANEWU PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
NOMOR %4 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN PANJATANTAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PANEWU PANJATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a
Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk
Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan
Panewu ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Kalurahan Panjatantentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik
Indonesia Nomor 5495 );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pembangunan Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

I7.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah
tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang
Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk
Hukum di Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017
Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019
tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan
Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020
tentang SHBJ Tahun 2021;

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020
tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Panewu;

MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
Panjatan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Panewu ini.

Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan
agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
RAPB Kalurahan Tahun 2021 berdasarkan hasil
evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Panjatan
10 Nopember 2020

« [ KAPANEW
PANJATAR
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